|
Alih status Televisi Republik Indonesia dari Perjan menjadi Persero
KASMAWATI, Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH 1wy

Univer‘sitas Gadjah Mada, 2004 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

q m jul
..
UNIVERSITAS

GADJAH MADA !
I

. DAFTAR PUSTAKA

Alfian dan Godwin C. Chu, 1981, Safelit Television in Indonesia, Jakarta,
LEKNAS/LIPI

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, Perseroan Terbatas, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

Fuady,Munir, 1999, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

FSP-TVRI,2002, Dari Pembebasan Menuju Pencerahan, CV. Agung
Hikmah, Jakarta.

Gautama, Sudargo, 1995, Komentar Atas Undang-undang Perseroan
Terbatas, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Hidayat, Dedy, 2000, Pers dalam Revolusi Mei Runtuhnya Sebuah
Hegemoni, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

[braf‘nim, R, 1997, Prospek BUMN Dan Kepentingan Umum, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung

Muhammad,Abdulkadir,1999, Hukum Perusahaan I[ndonesia, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 2001, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar,
Liberty, Yogyakarta. ‘

Natzir Said M, 1985, Perusahaan-perusahaan Pemerintah Di Indonesia
Ditinjau Dari Segi Hukum Perusahaan, Alumni, Bandung.

Prasetya,Rudhi, 2001, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung.

Sumardjono, SW Maria, 1997, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,
PT. Gramedia Pustaka, Utama, Jakarta.

Supramono,Gatot, 1996, Hukum Perseroan Terbatas, Djambatan, Jakarta.

Sutantya Hadikusuma, 1991, Pengantar Pokok Hukum Perusahaan
Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia, Rajawali
Press, Jakarta.

Sudibyo, Agus, 2004, Ekonomi Politik Media Penyiaran, Lkis, Yogyakarta.

Lintas Sejarah Tiga Windu TVRI 1962-1986, Departemen Penerangan
Republik Indonesia, Departemen Jenderal Radio, Televisi Film.

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Siaran Televisi Pusat Jakarta,
1978, Team.




1
i

Alih status Televisi Republik Indonesia dari Perjan menjadi Persero
KASMAWATI, Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH 110

Univerisitas Gadjah Mada, 2004 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
UNIVERSITAS !

GADJAH MADA !
|

Peraturan Pe'rundang-undanga'n
i‘
Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undéng Nomor 9 Tahun 1968 Tentang Bentuk-bentuk Usaha
Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang BUMN.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun1998 Tentang Perusahaan
Perseroan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Perusahaan
Jawatan Televisi Republik Indonesia.

Perafuran Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Pendirian
Perusahaan JawatanTelevisi Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 Tentang Perngalihan
* Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada
Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan
Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero).

Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara KEP-70/MBU/2002
tanggal 2 April 2002 Tentang Pembentukan Tim Pengalihan Bentuk
Perusahan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia Menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero).

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 376/KMK.05/01
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota
Direksi Perjan Televisi Republik Indonesia.

Keputusan  Menteri Keuangan Republik  Indonesia  Nomor

501/KMK.01/UP.11/2001 Tentang Pendelegasian Sebagian
Wewenang Kepada Direktur Administrasi Dan Keuangan
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Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia. Untuk
Menan:datangani Surat-surat / Surat Keputusan Dibidang
Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia.

Keputusan  Menteri Keuangan Republik  Indonesia Nomor
194/KMK.01/Up.11.2001  Tentang  Pendelegasian  Wewenang
Penjatuhan Hukuman Disipiln Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Perusahan Jawatan Televisi Republik Indonesia.
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